
 

BERITA DAERAH 
KABUPATEN NIAS 

 

NOMOR : 370 SERI : E 
 
 

PERATURAN BUPATI NIAS 
NOMOR 21 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA 

PADA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH  
dhi. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS  

TAHUN ANGGARAN 2024 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI NIAS, 

Membaca : Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor B/1130/KSP. 
00/70-76/02/2023 tanggal 28 Februari 2023 hal Area, 
Indikator dan Subindikator Koordinasi Pencegahan Korupsi 
Daerah Tahun 2023; 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara mempedomani Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang 
Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah 
Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai Aparatur Sipil Negara; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, telah diundangkan Peraturan 
Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2024, Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara pada Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah dhi. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias 
diatur dengan Peraturan Bupati; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf b, besaran Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah dhi. Inspektorat Daerah 
Kabupaten Nias pengaturannya pada Peraturan Bupati 
Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2024; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka 
menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Aparat 
Pengawas Internal Pemerintah dhi. Inspektorat Daerah 
Kabupaten Nias; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
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5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri 
Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias 
Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);  

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PADA 
APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH DHI. 
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS. 

 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:  
1. Daerah adalah Kabupaten Nias.  
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 
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3. Bupati adalah Bupati Nias.  

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah 
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas 
dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya 
dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki 
jabatan pemerintahan. 

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias. 

7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah 
Kabupaten Nias. 

8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP 
adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias. 

9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah 
sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 

10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan.  

11. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab 
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat 
pelaksana. 

12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab 
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi 
pemerintahan dan pembangunan. 

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu. 

14. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/ 
Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/ APBD yang 
prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil 
pekerjaan. 

15. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil 
negara yang diberikan bagi PNS berdasarkan pertimbangan objektif 
dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi 
kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja atau pertimbangan 
objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang mekanisme 
penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik. 
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16. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias. 

17. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat 
yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif.  

18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan 
berdasarkan nilai suatu jabatan.  

19. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat   
administrasi ke penyesuaian/ inpassing pada jabatan fungsional yang 
setara. 

20. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena 
melanggar peraturan disiplin.  

21. Hari adalah hari kerja sesuai tanggal dalam kalender masehi.  

22. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya 
disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara 
negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN sesuai ketentuan yang 
berlaku.  

23. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik 
Daerah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh PNS dalam rangka 
pelaksanaan tugas kedinasan. 

24. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya 
disingkat TPTGR adalah penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS untuk dibayarkan ke Kas Negara. 
 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
1.  Penetapan TPP ASN; 
2. Persyaratan Pemberian TPP ASN; dan 
3. Penundaan Pembayaran TTP ASN. 
 

BAB III 

PENETAPAN TPP ASN 

Pasal 3 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS pada Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah dhi. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias dapat diberikan TPP 
ASN. 

(2) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengaturannya 
pada Lampiran II Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024. 
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BAB VI 

PERSYARATAN PEMBERIAN TPP ASN 

Pasal 4 
Persyaratan Pemberian TPP ASN sebagaimana ketentuan Pasal 7, Pasal 8, 
Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang 
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, pemberlakuannya mutatis 
mutandis pada Peraturan Bupati ini.  
 

BAB III 

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN 

Pasal  5 
Penundaan Pembayaan TTP ASN sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan 
Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 
Anggaran 2024, pemberlakuannya mutatis mutandis pada Peraturan Bupati 
ini.  

 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Bupati Nias Nomor 10 Tahun 2024 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2024, pemberlakuannya mutatis 
mutandis pada Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 7 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis 
pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. 

 

Pasal 8 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias. 
 
 

 
Ditetapkan di Gido 
pada tanggal  13 September 2024 

BUPATI NIAS, 

       ttd 

YAATULO GULO 
 
 
 
Diundangkan di Gido 
pada tanggal      13 September 2024 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS, 
 
 

 
SAMSON  PERDAMAIAN  ZAI 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024  NOMOR : 370  SERI : E 
 


